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BAB III 
  PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam bab-
bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan  Pasal 134 masih 
belum sepenuhnya dapat menjamin pemenuhan  hak-hak penyandang 
disabilitas sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-
hak penyandang disabilitas tersebut untuk dapat terpenuhi sesuai dengan 
kedudukannya yakni sebagai konsumen pengguna jasa angkutan udara. Hal ini 
disebabkan masih terdapat pertentangan  antara peraturan perundang – 
undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang – undangan yang 
lebih tinggi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 tahun 2015 
tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga 
Berjadwal Dalam Negeri dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan. Keduanya memberikan arti yang berbeda mengenai 
pengertian orang sakit, sehingga dapat memberikan celah untuk dapat 
disimpangi oleh pihak angkutan udara.   
 
 
  
80 
 
  
 
B. Saran  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan saran sebagai 
berikut : 
Perlu  kajian dan  amandemen  terhadap ketentuan dalam  peraturan 
perundang – undangan terkait dengan pengertian orang dengan kebutuhan 
khusus, orang sakit, dan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan 
angkutan udara sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam  proses 
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai konsumen pengguna jasa 
angkutan udara,  serta diperlukan adanya kerjasama antara instansi 
pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan pihak 
pengelola Bandar udara terkait pencegahan, pengawasan dan penindakan atas 
tindakan-tindakan petugas yang mungkin dapat menimbulkan kerugian 
terhadap konsumen angkutan udara terutama bagi penyandang disabilitas. 
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